BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Menimbang

Mengingat

UNTUK TANGGAP DARURAT KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang menyatakan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja
tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan
kepala daerah;

. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam

rangka pendanaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
yang tanggap darurat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk
Tanggap Darurat Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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6. f-UhdanQ-Uhdang"NdmoF33’Tahu>hv21004 téntang‘Perimb'ahgén K"el"Ja;ngan‘» "

.- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia ' Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); :

T Undang-Undang ‘Nomor 12 Tahun 2011 ’tentang Pembentukan

‘Peraturan: Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
* Tahun 2011 ‘Nomor -82 . Tambahan Lembaran Negara Republlk 3
- Indonesia Nomor 5234); E = .

8.-1Peraturan Pemerlntah ‘Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

‘ ]Perlmbangan (Lembaran Negara' .Republik IndoneS|a Tahun 2005
Nomor - 137, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a ,
- 4575) ; : ~
9. _Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasn 3
Keuangan Daerah (Lembaran Negara“ Republlk Indonesia  Tahun 2005 -
- Nomor 138 Tambahan Lembaran ‘Negara Republlk IndoneS|a Nomor;
- 4576); ‘

10. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

~:Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 ‘Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a; ‘
Nomor4578) ~ '

k11 Peraturan Pemermtah ‘Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman“' E

Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah
(Lembaran  Negara® Republik Indonesia Tahun -2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

| 12 Peraturan Pemerintah Nomor - 38 Tahun 2007 tentang Pembagvlan‘;

‘Urusan Pemerintahan ~antara Pemerintah, -Pemerintahan Daerah’
~ Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran_-
‘Negara Republlk Indonesia Nomor 4737),

| 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang'_,(“
-.Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas: Peraturan Menteri
“Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
~ Keuangan Daerah;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008 tentang R

Penyelenggaraan’ Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalls.‘
~(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07); -

* 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor-03 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03);, .

MEMUTUSKAN

‘PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN’ :

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
TANGGAP DARURAT KABUPATEN BENGKALIS h o

-~ BABI -
- KETENTUAN uMUM

‘. Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat| ini yang dlmaksud dengan:}“ |
1. Daerah adalah Kabupaten Bengka_lls ’
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2. Pemerrntah Daerah adalah Bupatl Bengkalrs beserta perangkat daerah ‘
. sebagai unsur penyelenggara pemerlntahan daerah.

: -';3&.5Bupat| adalah Bupati Bengkalls - - B
- 4. Satuan Kerja Perangkat ‘Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SKPD

" adalah ‘Perangkat Daerah pada pemerlntah daerah selaku penggunar» -

i anggaran atau pengguna barang
- 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsmgkat

SKPKD " adalah  perangkat daerah pada pemerrntah daerah selaku-“

| g pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan' 2
' pengelolaan keuangan daerah.

- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsmgkat PPKD
~adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang mempunyai
. tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertrndak sebagal
»'Bendahara Umum Daerah :

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dlsmgkat BUD adalah PPKD .
..’yang bertrndak dalam kapasﬂas sebagar Bendahara Umum Daerah.

8. Pengguna Anggaran ~adalah pejabat pemegang kewenangan' |
. penggunaan_anggaran . untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsr :
- SKPD yang dipimpinnya; ’ ,

' 9.iBendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsronal yang dltunjuk
. menerima, menyimpan, . membayarkan menatausahakan, dan
’ mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. o

~10. Rencana Kerja dan Anggaran 'SKPD yang selanjutnya disingkat -

- RKA-SKPD - adalah  dokumen perencanaan dan penganggaran yang

- .. “berisi_rencana pendapatan dan rencana belanja program dan keglatan
SKPD sebagar dasar penyusunan APBD. ‘ o

“"'»'.‘"Iifl.ﬁDokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya dlsmgkat: g

- DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja |

yang dlgunakan sebagar dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
- _anggaran. = - o « '
- 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya :
~ disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen -yang ‘memuat perubahan
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagal dasar pelaksanaan ,
fperubahan anggaran oleh penguna anggaran -

. BABIl
MAKSUD DAN TUJUAN
h ‘ Pasal 2 : | | o
(1) Maksud dlberlakukannya Peraturan Bupat| ini adalah untuk mengatur tata |

~_cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tldak terduga untuk
tanggap darurat. : S

) (2) Tujuan dlberlakukannya Peraturan Bupatr ini adalah agar pelaksanaan-
~~_pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap
darurat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

BB
'BELANJATIDAKTERDUGA

Pasal 3

o '(1) Dasar Pengeluaran anggaran belanja trdak terduga yang dlanggarkan

" dalam - APBD  untuk  mendanai tanggap darurat, penanggulangan ‘-

. bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalran atas
. kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah. ditutup
- ditetapkan dengan Keputusan ‘Bupati dan diberitahukan kepada DPRD
- paling - lama - (satu) bulan terhltung sejak keputusan dlmaksud

- ditetapkan. S :




- ®

ayat (5) mencakup

- (9)

@

Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagalmana dlmaksud"

‘pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Kepala SKPD

 berkenaan setelah mempertlmbangkan efisiensi dan - efektifitas serta

®

o

menghindari - adanya ~tumpang  tindih pendanaan ' terhadap‘
keglatan keglatan yang telah dldanal dari APBD L

SKPD penenma tanggap darurat bertanggungjawab ‘atas penggunaan-
dana tersebut dan Wajlb menyampalkan laporan reahsasn penggunaan
kepada Bupatn : :

‘ i BAB IV .
PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Pasal 4.

Keadaan darurat sebagalmana dlmaksud daIam Pasal 3 ayat (2)'
sekurang- kurangnya memenuh| kntena sebaga| berikut: -

a. bukan- merupakan keglatan normal dari akt|V|tas pemerlntah daerah
dan tidak dapat dlpredlkS|kan sebelumnya « :

b. tidak dlharapkan terjadl secara berulang,

,c.“ berada dlluar kendah dan pengaruh pemerlntah daerah dan

(2)
)

(4)

)

~d. memiliki dampak yang S|gn|f|kan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan. yang dlsebabkan oleh keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat pemenntah daerah - dapat melakukan .
pengeluaran 'yang. belum tersedia anggarannya yang selanjutnya
- diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. '

Pendanaan keadaan darurat ‘'yang belum tersedla anggarannya, :
sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tldak ‘
terduga T : . : :

Dalam hal belanja tldak terduga tldak mencukupn dapat dllakukan‘

‘dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasﬂ penjadwalan ulang capalan target
kinerja program dan’ keglatan lalnnya dalam tahun anggaran
~berjalan; danlatau g

o b memanfaatkan uang kas yang tersedla

Pengeluaran sebagalmana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja |

- untuk keperluan mendesak yang krltenanya dltetapkan dalam peraturan

daerah tentang APBD. T
Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagalmana dlmaksud pada '

‘a. program .- dan. keglatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan

’ ,’b keperluan mendesak Ialnnya yang apabila ditunda akan menimbulkan B

0

;(8)'

keruglan yang Ieblh besar bagi pemerlntah daerah dan masyarakat

Penjadwalan ulang capalan target klnerja program dan keglatan Ialnnya_:‘
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat 4)
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. ‘

'Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagalmana ‘dimaksud - 7
pada ayat (2) dlformula5|kan terlebih dahulu’ dalam’ RKA-SKPD kecuali -

- untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

fBeIanja kebutuhan tanggap darurat ‘bencana sebagalmana ‘dimaksud e
. pada ayat (8) dllakukan dengan pembebanan Iangsung pada belanja £

| tidak terduga




(10)

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagalmana dlmaksud ,
pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan

* ‘korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,

_kebutuhan  air - bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan

kesehatan dan penampungan serta tempat hunlan sementara.

BAB V

TATA CARA PENCAlRAN DANA TANGGAP DARURAT

(1)

- Pasal 5

Tata ‘cara pelaksanaan penatausahaan dan = pertanggungjawaban
belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagalmana dimaksud

: vpada Pasal 4 ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagal berikut:

a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah
-kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
mengajukan - Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat"
“bencana kepada PPKD selaku BUD; - ‘

b. PPKD selaku BUD mencalrkan dana tanggap darurat bencana
~ kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana pallng Iambat 1 (satu) hari kerja terhltung sejak dlterlmanya

- RKB; : _

"c.‘pencalran dana tanggap darurat bencana dllakukan dengan

mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran{ :
SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; =

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas

Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yangr
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; : '

| 'e.,_kepala SKPD yang melaksanakan funQSI penanggulangan bencana

' @

3)

bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan :
- dana tanggap darurat bencana yang dlkelolanya dan - :

1. Vpertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat~

bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi

v _'penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti- ;f

bukti pengeluaran yang sah dan Iengkap -atau surat pernyataan'
tanggungjawab belanja.. ,

Dalam hal keadaan darurat terjadl setelah dltetapkannya perubahan"i,_

APBD, pemerlntah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut dlsampalkan dalam‘
laporan | realisasi anggaran o ‘ o

Dasar pengeluaran untuk keglatan keglatan sebagalmana dlmaksud

pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk
dijadikan ‘dasar pengesahan ' DPA-SKPD oleh PPKD ‘setelah .
memperoleh persetu;uan Sekretans Daerah .

- BAB VI ;
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupat| ini, agar mengacu kepadav"
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku




Pasal 7

Peraturan Bupatl ini mula| berlaku pada tanggal dlundangkan

~ Agar setlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati - ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten\
Bengkalls

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 H? 204

| Dlundangkan di Bengkalls
pada tanggal

| SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA'
NIP. 19550720 1998003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
. TAHUN 2011 NOMOR 3?

a—




